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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 

BUPATI GARUT 
 

LD. 14  2012 

R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  14  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PENANAMAN MODAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 
 
 

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan 
salah satu faktor penggerak perekonomian 
daerah, pembiayaan pembangunan daerah 
dan penciptaan lapangan kerja sehingga 
perlu diwujudkan kemudahan pelayanan 
dan iklim penanaman modal yang kondusif 
dan promotif berdasarkan ekonomi 
kerakyatan yang mendorong usaha mikro 
kecil, menengah dan koperasi untuk 
meningkatkan realisasi penanaman modal;  
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b. bahwa investor dapat dijadikan 
“counterpart” oleh daerah untuk 
mendayagunakan segenap potensi sumber 
daya yang dimiliki daerah, dan untuk 
menjamin kepastian hukum pelayanan 
dan perlindungan dalam penanaman 
modal, perlu ditetapkan regulasi yang 
dinamis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penanaman 
Modal. 
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan      Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif 
dan Pemberian Kemudahan Penanaman 
Modal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4861); 

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 
tentang Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 
tentang Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur; 

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal; 
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14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Daftar Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 
24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2008 Nomor 39). 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN 
MODAL. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
Kabupaten Garut. 


